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KATA PENGANTAR

alah saru masalah dan pengalaman mengajar vang timbul selama

ini dalam memberi kuliah Hukum Penitensier adalah kurangnya
literarur, sehingga mendorong saya memberanikan dirl untuk menyusun
buku i dengan humpan membantu kebutuhan mahasiswa, pemangku
hukum, praktisi hukum, bahkan para pendidik dan pengusaha atau siapa
pun yang menaruh minat untuk menghaji*Hukum Penitensicr, di sampiog
itu sekali gus dapat memenulr semua harapan dibadirkannya buku referensi
dalam khasanah Hukum Penitensicr di Indonesia.

Hukum Penitensier adalah “hukum ‘pemidanaan™. Hal ini dapat
dibenarkan, dipandang dari peristlahan penitentier-rechtf straffen-recht. Namun
dalam lkenyataannya hukum ini Hdak hanya membiearbkan mengenai
lembaga pemidanaan dalam ard sempit, melainkan juga melipun lembaga
penindakan dan lembaga kebijaksanaan.

Secaralebibluas, hukumpenitensierialah hukumyangberkenaan dengan
rujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Daya
kerja tidak dapat dipisah!iﬂh dari keknasaan atau kewenangan yang dimiliki
oleh lembaga pemidanaan tersebut dan dengan organisasi yang diserahi tugas
antuk menjalankan fungsi yang dikehendaki dalam pemidana:n. Sedangkan
mengenal organisasi, betkaitan erat dengan susuman kelembagaan yang
melaksanakan apa yang dikehendald dan diperlukan agar pidana yang telah
dijatuhkan oleh hakim dapar memben makna dalam upaya mencapai rujuan
pemidanaan secara efektif dan efisien.

Penulisan buku Hukum Penitensier ini disasun dengan eara mengum-
pulkan dan mengkaji data kepustakaan dari berbagai literatur dan mater
kuliah sehingga dapar mementhi syararsebagaimana yang ditentukan dalam
silabus mata kuliah yanp betlaku sccara nasional. Saya berusaha menulis
buku Hukum Penitensier ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum
tersebut di atas dan berusaha dapat menjajikan bahan-baban hukum yang
tumbuh dan hidup di Indonesia, sehingga merupakan suatu rangkaian ilmn
pengetahuan hukum vang dipandang scsual dengan tuntutan pedoman
silabus mata kulish Hukum Penitensier. Bahan-bahan hukum disajikan
secara sederhana, prakis dan sistematis sebagai sarana pembantu agar
mudah dipelajar, diserap dan dihayati mahasiswa atau peminat kajian
hukum serta lebih mempercepat proses belajar hukum.
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Praf. D, Dire Aliadors Praksca, X H., M5,

Rerpijak dari tulisan ini Saya menyerukan tindakan nyata dan realisasi
komitmen nasional demi terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum
nasional yang mantap bessumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang
Dusar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya menyadari bahwa
buku ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itn sumbangan pikiran
yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan schingga dapat
dimanfaatkan bagi para peminar kajian Hukum Penitensier, serta dapat
menyebarkdnmya dan dapar mengantarkan generasi muda Indonesia
;setingkat lebih maju demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahreraan
umat manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pthak yang
telah membantu penulisan dan penetbitan buku ini. Ucapan terima kasih
secara khusus Sayasampaikan-kepada Penerbit Aswaja Pressindo yang
telah berkenaninenerbitkan buka ini, sehiggga dapat sampai di tangan
pcmbat:a.

Jember, 02 Januax: 219
Penulis

Abintoro Prakoso
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6.2.9. Pemusnahan Barang, misalnya Narkoba,
Penenggelaman Kapal
6.3. Pemidanaan dan Pidana dalam Rancangan
KUHP tahun 2015
6.3.1. Sistem Dua Jalur (Double Track System)
a. Pidana Pengawasan
b. Pidana Kerja Sosial
6.3.2. Mengutamakan Pidana Denda
6.3.3. Pidana Penjara Apabila Tidak Ada Pidana Lain
6.3.4. Pedoman Penerapan Pidana Penjara
6.3.5. Pasal-pasal dalam Rancangan KUHP
6.3.6. % k... W N
a. Jenis dan Pengertian Pidana
1). Pidana Pokok
2). Pidana Mati
3). Pidana Tambahan
b. Tindakan

c. Pidana dan Tindakan bagi Anak

122

124
125
131
1SE

133

133
134
135
135
136
136

137
137
143
144
145
145

119

BAB. VIl UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN149

7.1. Unsur yang Memberatkan

7.1.1. Kedudukan sebagai Pejabat
7.1.2. Residive

7.2. Unsur yang Meringankan

149
149

152
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7.2.1. Percobaan atau Poging
7.2.2. Pembantuan atau Medeplichtige
7.2.3. Belum Cukup Umur atau Minderjarig
BAB.VIII. HUKUM PENITENSIER UNTUK ANAK
8.1. Asas-asas Peradilan Pidana Anak
1.1.
1.2.
1.3. Anak
1.4. Lembaga Pemasyarakatan

9.2.1. Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak

8.3. Penahanan
8.4. Penahanan lebih Singkat
8.5. Hukuman lebih Ringan
8.6. Pidana dan Tindakan
8.7. Sanksi Pidana
8.8. Sanksi Tindakan
8.9. BAPAS
BAB. IX SEJARAH PENGADILAN UNTUK ANAK
9.1. Pengadilan Anak di Negara-negara Maju
9.2. Pengadilan Anak di Indonesia
BAB. X SEJARAH PELAKSANAAN PIDANA PENJARA
248 = habis

DAFTAR PUSTAKA

10.3. Hakim yang Sesat Dalam Memutus Perkara.
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Lihat UUno.14 tghun 1970 yang sudah direvisi.kutip semua hlm 122 sampai

him 124.

Catatan; Secara sederhana, Hukum Penitensier adalah hukum yang khusus

membicarakan pidana dan pemidanaan.

1. Pidana kurungan;

a. Biasanya dijatuhkan pada kejahatan yang bersifat kealpaan;

b. Dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda.
Pidana dan Pemidanaan.(Lamintang , him. 34).
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Pidana; merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Pidana; bukan merupakan suatu tujuan, dan tidak mungkinmempunyai tujuan.
Pidana (Hamel); Penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara
sebagai penanggung jawab atas ketertiban hukum umum bagi seorang
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu
peraturan hukum yang harus ditegakkan leh negara.

Pidana (Simon), Suatu pendritaan yang oleh undang-undang pidana telah
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yan bersalah.

Pidana (Algra - Janssen);Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk
memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu tindakan yang tidak
dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian
dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa,
kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak telah melakukan
suatu tindak pidana.

Catatan: Tentang salah kaprah, kadarkum, seharusnya kepatuhan/ketaatan
hukum bukan kesadaran.

Mencuri melanggar pasal, seharusnya mencuri sesuai pasal.

Pidana = hukum, pidana itu kata benda, jadi tujuan pidana, yang benar tujuan
pemidanaan sebab pemidanaan kata keadaan atau kata sifat.

Mempidana = menghukum kata kerja.

Pemidanaan = penghukuman = menetapkan hukum = memutuskan tentang
hukumnya, bukan menjatuhkan hukum.

Berhubung ini kuliah Hukum Penitensier, maka yang dimaksud hukuman adalah
pemidanaan, sudah tidak menyangkut hukum perdata dan sebagainya.
Jenis-jenis pidana menurut KUHP pasal 10 adalah pidana pokok dan pidana
tambahan, Undang-undang No. 20 tahun 1946 tgl 31 Oktober 1946 dalam berita
Republik Indonesia I, menambah satu macam pidana pokok, yaitu pidana

tutupan.
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Pidana Kurungan, pidana pokok ke 3, ialah: Pidana berupa pembatasan
kebebasan bergerak dengan cara menutup orangtersebut dalam sebuah LP,
dengan kewajiban orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di
dalam LP, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang
melanggar peraturan tersebut.
Hanya dijauhkan pada; orang dewasa;
Orang yang melakukan pelanggaran.
Sebagai pidana alternatif pada kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja,
alternatif dari pidana penjara.
Berhubung antara kesengajaan dan kelalaian hanya sedikit perbedaan, maka
hakim diberi kesempatan memilih pidana penjara atau kurungan.
- pengganti pidana denda yang tak membayar.
- Pidana Kurungan terdorong oleh 2 (dua) kebutuhan.
1. Kebutuhan adanya pidana sederhana yang berupa pembatasan kebebasan
bagi delik-delik yang ringan, misalnya pelacuran;
2. Kebutuhan adanya pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak
begitu mengekang bagi delik-delik yang sifatnya pelangaran.
Lamanya pidana kurungan, minimal 1 (satu) hari maksimal 1 (satu) tahun, dan
dapat diperberat menjadi 1 tahun 4 bulan apabila, samenloop, residivis, pegawai
negeri.
1.2. Definisi Hukum Penitensier.
Utrecht, Hukum Penitensier merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu
bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu,
lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta sanksi itu
dilaksanakan.
Catatan: Sanksi tidak hanya ditentukan dalam KUHP saja, namun juga dalam
perundang-undanan lain, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perkawinan,
Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan sebagainya.
Hukum Penitensier hanya menitikberatkan pada sistem hukuman yang ada

dalam KUHP, sebab Hukum Penitensier umum sebagai bagian dai Hukum
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Pidana Umum. Sedangkan Hukum Penitensier Anak mengacu pada KUHP dan
Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sanksi itu —berupa hukuman dan tindakan- merupakan satu sistem, dan sistem
inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier atau commune straafrecht.
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RIWAYAT HIDUP

Prof, Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. lahir di
Banyuwangi 25 Juli 1949  meraih gelar Satjana Muda
di IKIP Negeri Surabaya (sckarang UNESA) Fakultas
Keguruan Ilmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun
1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember
Fakultas Hukum jurusan,Hukum Pidana tahun 1977,
meraih gelar Satjana Pendidikan di TKIP Negeri Malang
(sckarang UM) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan
Civics Hukum tahun1977, meraih gelar Magister di Universitas Airlangga
Surabaya Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum: tahun 1985,
meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum
Program Doktor tahun 2010. Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru
STM Negeri Banyuwangi, 1980 scbagai dosen tetap di Fakultas Hukum
Universitas Jember sampai sekarang, juga mengajar pada Fakultas Hukum
di beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru
Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana Anak di Universitas Jember.
Piagam—piagam sebagai tanda kehormatan; Tahun 1997 mendapat plagam
tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik
Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana
Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Karya tulis:

1. Hukum Perlindungan Anak (2016)
Kriminologi dan Hukum Pidana (2016)
Sosiologi Hukum (2017)

Pengantar Ilmu Hukum (2017)
Pengantar Hukum Indonesia (2017)
Sejarah Hukum (2018)

S &= e B

Substansi: Buku ini membahas pengertian, asas, dan fungsi hukum
Penitensier, yang dalam arti sempit dimaknai sebagai hukum yang berkaitan
dengan pemidanaan. Buku ini juga membahas jenis dan bentuk-bentuk
pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan unsur-unsur yang
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Pref: Dr) Drs-Abintoro-Prakoso;-S . H.;-M.S)

mempengaruhi dalam pemidanaan. Dalam buku ini dibahas pula Hukum
Penitensier Anak yang berisi uraian tentang sejarah pengadilan anak dan
asas-asas pemidanaan terhadap anak. Di samping itu dibahas pula tentang
pidana penjara dan problematika pidana mati yang masih menjadi polemik
di Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh pemerhati hukum dalam mempelajan
Hukum Penitensier, sehingga diperoleh pemahaman tentang jenis dan
bentuk-bentuk pidana dan tujuan pemidanaan. Materi buku ini dapat
dijadikan referensi oleh para akademisi dalam memahami Hukum
Penitensier untuk keperluan pengajatan dan penelitian. Buku ini juga dapat
dijadikan pegangan oleh prakesi dan penegak hukum untuk keperluan
praktek peradilan di Indonesia, terkait jenis pidana; tujuan pemidanaan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penjatuhan pidana.
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Penitensier

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. lahir di Banyuwangi 25 Juli 1949 meraih
gelar Sarjana Muda di IKIP Negeri Surabaya (sekarang UNESA) Fakultas Keguruan
llmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di
Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana tahun 1977, meraih gelar
Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) Fakultas Keguruan limu
Sosial Jurusan Civics Hukum tahun 1977, meraih gelar Magister di Universitas
Airlangga Surabaya Fakultas Pasca Sariana Program Studi limu Hukum tahun 1985,
meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakulias Hukum Program Doktor tahun 2010.
Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru STM Negeri Banyuwangi, 1980 sebagai dosen tetap di
Fakultas Hukum Universitas Jember sampai sekarang, juga menagjar pada Fakultas Hukum di
beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang imu
Hukum Pidana Anak di Universitas Jember. Piagam-piagam sebagai tanda kehormatan; Tahun 1997
mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari- Presiden Republik
Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari
Presiden Republik Indonesia.

Karyatulis:

. Hukum Perlindungan Anak (2016)
Kriminologi dan Hukum Pidana (2016)
Sosiologi Hukum (2017)
Pengantar limu Hukum (2017)
Pengantar Hukum Indonesia (2017)
Sejarah Hukum (2018)
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Substansi: Buku inimembahas pengertian, asas, dan fungsi hukum Penitensier, yang dalam arti sempit
dimaknai sebagai hukum yang berkaitan-dengan pemidanaan. Buku ini juga membahas jenis dan
bentuk-bentuk pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan unsur-unsur yang
mempengaruhi dalam pemidanaan. Dalam buku ini dibahas pula Hukum Penitensier Anak yang berisi
uraian tentang sejarah pengadilan anak dan asas-asas pemidanaan terhadap anak. Di samping itu
dibahas pula tentang pidana penjara dan problematika pidana -mati-yang masih menjadi polemik di
Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh pemerhati hukum dalam mempelajari Hukum Penitensier, sehingga
diperoleh pemahaman tentang jenis dan bentuk-bentuk pidana dan tujuan pemidanaan. Materi buku ini
dapat dijadikan referensi oleh para akademisi dalam memahami Hukum Penitensier untuk keperiuan
pengajaran dan penelitian. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan oleh praktisi dan penegak hukum
untuk keperluan praktek peradilan di Indonesia, terkaitjenis pidana, tujuan pemidanaan dan faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam penjatuhan pidana.
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